DAFTAR PUSTAKA

Buku
A"an Efendi, Freddy Poernomo,2017. Hukum Administrasi, Sinar Grafika,
Jakarta, him.265

Agung Yudiviantho. 2020. Strategi Pendanaan. Universitas Indonesia.
Jakarta, him 11-12.

Angger Sigit Pramukti, S.H. dan Meylani Chahyaningsih, S.H. 2018,
Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara Jakarta,Media
Pressindo 1 januari 2018, him. 19.

Andrian Sutedi,2014, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan,Raih Asa
Sukses, Jakarta Timur, hlm. 62.

, 2015, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan
Pubilk,Sinar Grafika, Jakarta him.193

Chatamarrasjid Ais, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia,
Kencana, Jakarta, him. 178.

Dudu Duswara Machmuddin, 2001, Pengantar Illmu Hukum (Sebuah
Sketsa), Refika Aditma, Bandung, him.. 295.

HR.Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, him.198

Irfan Fahmi, 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan
Aplikasi, Alfabeta, , Jakarta, him. 47.

Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik
Penulisan Artikel llmiah, Mirra Buana Media, Yogyakarta, him.
282.

Jeffri Arlinandes Chandra, 2018, Kewenangan Bank Indonesia, CV.
Zigie Utama, Bengkulu:, him. 39

Laurensius Arliman S, 2019, Lembaga-Lembaga Negara Independen,
CV. Budi Utama, Yogyakarta , him.187.

Lutfi Effendi, 2014, Pokok — Pokok Hukum Administrasi Negara,
Bayumedia Sakti Group,Malang, him. 30.

Marigan Masry Simbolon. 2004. Dasar-dasar Administrasi Negara dan
Manejemen. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Marwan Mas, 2003, Pengantar llmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor,

" 'm.39

| Marzuki, 2019, Penelitian Hukum (edisi revisi), Jakarta: Kencana,
m.16.

Optimized using
trial version
www.balesio.com 85




Muhammad Syahrum, S.T., M.H, 2022, Pengantar Metodologi Penelitian
Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal,
Laporan skripsi dan Tesis, CV. DOTPLUS, him, 4.

Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, Fintech Lending Indonesia, Direktorat
Pengaturan, Perizinan, Dan Pengawasan Fintech. Jakarta, him. 87

. 2002. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia.
Yuridika. Surabaya, him.4-5.

Sirajuddin,dkk. 2012. Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan
Keterbukaan Informasi. Setara Press. Malang

Siti Kotijah, 2020, Buku Ajar Hukum Perizinan, CV. MFA, Bantul, him. 5
Soedjono Dirdjosisworo, 2010, Pengantar [Imu Hukum, PT. Raja Grafindo
Tinggi, Jakarta, him..131

Soeroso, 2011, Pengantar llImu Hukum, Sinar Grafika , Jakarta , him..191.

Sri Pudiyatmo, 2007, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan,
Rezki Press, Bandung ,him.8

Vera Rimbawani Sushanty. 2020. Buku Ajar Hukum Perijinan. UBHARA
Press. Surabaya, him. 24-25.

Victor Situmorang dan Jusuf Juhir. 1993. Aspek Hukum Pengawasan
Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. PT. RINEKA
CIPTA. Jakarta

Zaidatul Amina, 2012, Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di
Indonesia: melihat dari pengalaman di Negara lain, Universitas
Negeri Surabaya, him. 8.

Artikel/Jurnal Ilmiah

Acmad Sodik Sudrajat, 2010, Konsep dan Mekanisme Pengawasan
Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan dengan Hakikat
Otonomi Daerah, Jurnal lImu Administrasi Vol. VII Nomor 3
September 2010, Lembaga Pengembangan Administrasi STIA
LAN Bandung, him. 157-158.

Ade Bagus Rindi, Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi &
Perbankan Syariah, Prihatwono Law Research Vol. 1, Juni 2018,
him.1

Arief Rahan Hakim, “OJK Punya Aturan Baru, Pinjol Bakal Naik Kelas”,
Artikel Liputan6.com, 22 Juli 2022, him 4.

a Yuking, Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam
ra Bisnis Fintech, Jurnal Hukum & Pasar Modal, Vol. 8:16,
)18, him. 4

Optimized using
trial version
www.balesio.com 86




Andi Anto Tri Susilo, “Sistem Pelayanan Pengajuan Pinjaman Pada
Koperasi Simpan Pinjam Lestari Lubuklinggau”, Jurnal JTI, vol.
5, no. 1, Juni 2013, Hal. 28.

Aulia Mutiara Hatia Putri, “Tren Pengguna Internet Dunia Terus
Meningkat, Bagaimana RI?”, Artikel CNBC Indonesia, 12 Januari
2023, him 1

Anonim, “Maraknya Kasus Pinjaman Online Dan Penyebaran Data
Nasabah”. Artikel CNN Indonesia, 26 Maret 2019, him 1.

Andrean W Finaka, “Pengguna Internet di Indonesia Makin Tinggi,
Artikel Indonesia Baik.id, April 2023, him 1

Basrowi, Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech
Syariah, (Jurnal Lex Librum), Vol. VI, No.2, Juni 2019, STEBI
Lampung.

Darmiwati dan Triyana Syahfitri, Dampak Pinjaman Online Bagi
Masyarakat, Community Developmen Journal Volume 2, Nomor
3 Tahun 2021

Hendra Kusuma dan Wiwiek Kusumaning, “Perkembangan Financial
Technologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam”.
Journal of Islamic Economic Development, Vol.4 No.2 Desember
2020, him 146-147

llyas Fadilah, “OJK Buka-bukaan soal pinjol ilegal : paling banyak guru”
Artikel detikFinance, 28 Februari 2023, him.1

Irma Muzdalifa, dkk, Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan
Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan
Syariah), Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan
Perbankan Syariah, Vol. 3:1, 2018, him.6

Nenden Maya Rosmala Dewi,”"Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah
atau Musibah”, Artikel Kementerian Keuangan RI, 5 Juli 2021,
him 1.

Tri Inda Fadhila Rahma, Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap
Penggunaan Financial Technology (Fintech), Jurnal At-
Tawassuth, Vol. 3:1, 2018, him 644

Raden Ani Eka Wahyudi dan Bambang Eko Turisno, Praktik finansial

teknologi illegal dalam bentuk pinjaman online di tinjau dari etika
snis, Jurnal pembangunan hukum Indonesia Volume 1, Nomor
, Tahun 2019

Wijaya, “ "P2P Lending” Sebagai Wujud Baru Inklusi
euangan”, Artikel Kompas.com, 12 November 2016, him 1.

Optimized using
trial version
www.balesio.com




Wahyuni, “Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Online”, Jurnal
Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2 No.1, 2021, him. 32

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang
Layanan Pendanaaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
(LPBBTI).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Internet/Website

Website resmi :https://keuangan.kontan.co.id/news/daftar-pinjol-legal-
2023-cek-juga-nama-nama-pinjol-ilegal-yang-ditertibkan-swi
diakses pada 23 juni 2023

Website Resmi https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-
78-352232/Ibhtemukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-
pinjaman-online. diakses pada 23 juni 2023

Website Resmi : https:// regional. kompas.com / read / 2023 /02 / 15

[ 062234378/ terlilit- pinjol — perempuan - di-kabupaten-bogor-bunuh-diri?

page=all diakses pada 16 juni 2023

Website resmi Otoritas Jasa Keuangan pada
https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx,
diakses pada 1 Juni 2023

Website Resmi Pemerintah Kec. Cigugur, Kabupaten Kuningan
https://kec-cigugur.kuningankab.go.id/perizinan-dpmptsp/ _diakses
pada 1 juli 2023

Website Resmi Otoritas Jasa Keuangan : https://www.ojk.go.id / id / kanal
/perbankan/regulasi/peraturanojk/Pages/POJK-tentang-Penetapan-
Status- dan- Tindak-Lanjut-Pengawasan-Bank-Umum.aspx

Website resmi : https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online dia. Diakses
pada 4 Juli 2023

Resmi : https://finance.detik.com/fintech/d-6289647/pinjol-wajib-setor-
odal-rp-25-m-sudah-pada-patuh. Diakses pada 2 Desember 2023

Optimized using
trial version
www.balesio.com 88



https://kec-cigugur.kuningankab.go.id/perizinan-dpmptsp/
https://www.ojk.go.id/
https://finance.detik.com/fintech/d-6289647/pinjol-wajib-setor-modal-rp-25-m-sudah-pada-patuh
https://finance.detik.com/fintech/d-6289647/pinjol-wajib-setor-modal-rp-25-m-sudah-pada-patuh

Website Resmi:
https://finansial.bisnis.com/read/20231208/563/1721881/puluhan-pinjol-
kurang-modal-ojk-sebut-opsi-ipo-terbuka. Diakses pada 3 Desember 2023

Website Resmi : http://pascasarjana-stiami.ac.id/2012/05/sedikit-menilik-otoritas-
jasa keuanganmenurutuu-no-21-tentang-otoritas-jasa-keuangan/. diakses
pada 3 Desember 2023

Skripsi / Thesis

Ria Novita, 2021, “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam
Melindungi Nasabah Fintech (Studi Kasus Kota Medan)”, Skripsi,
Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, him. 60.

Optimized using
trial version
www.balesio.com 89



https://finansial.bisnis.com/read/20231208/563/1721881/puluhan-pinjol-kurang-modal-ojk-sebut-opsi-ipo-terbuka
https://finansial.bisnis.com/read/20231208/563/1721881/puluhan-pinjol-kurang-modal-ojk-sebut-opsi-ipo-terbuka
http://pascasarjana-stiami.ac.id/2012/05/sedikit-menilik-otoritas-jasa
http://pascasarjana-stiami.ac.id/2012/05/sedikit-menilik-otoritas-jasa

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara Penulis Bersama Bapak Inci Darmawan selaku
Staff Analisis Junior Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Makassar

Optimized using
trial version
www.balesio.com 90




